
BUPATI SLEMAN 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR AO TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG !ZIN USAHA MIKRO DAN KECIL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang a. bahwa usaha mikro dan kecil dalam pelaksanaan 

usahanya memiliki perbedaan dampak yang ditimbulkan 

dari usaha dan/ atau kegiatan; 

b. bahwa untuk memberikan kemudahan pemberian izin bagi 

usaha mikro beberapa peruntukan dan persyaratan 

pemberian izin sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2016 tentang Izin Usaha 

Mikro dan Kecil, perlu dilakukan pembedaan dan 

penyesuaian antara usaha mikro dan usaha kecil; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman 

Nomor 27 Tahun 2016 tcntang Izin Usaha Mikro dan Kecil; 

Mengingat I .  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Dalam 

Negara 

ten tang 

Republik 

Ka bu paten Daerah-daerah Pembentukan 

Lingkungan Daerah lstimewa Yogyakarta {Serita 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua Atas Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara 

Tahun 2014 Nomor 45); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 

12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 59); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 

8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang 

Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); 

9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2016 tentang 

Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Daerah Kabupaten 

Sleman Tahun 2016 Nomor 27); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 27 TAHUN 2016 

TENTANG IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2016 

tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil (Serita Daerah Kabupaten Sleman 

Tahun 2016 Nomor 27), diubah sebagai berikut: 

Republik Indonesia 



1. Ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 3 

( 1 )  Setiap PUMK yang melakukan usaha mikro kecil harus mendaftarkan 

kegiatannya kepada Camat. 

(2) Camat berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) menerbitkan IUMK. 

(3) Penerbitan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

mendasarkan pada tahapan perizinan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Pemberian IUMK tidak menghapus kewajiban untuk memiliki 

perizinan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang­ 

undangan, kecuali surat izin usaha perdagangan. 

(5) IUMK berlaku sebagai surat izin usaha perdagangan. 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1 )  IUMK untuk pelaku usaha mikro diberikan bagi: 

a. usaha mikro yang masuk dalam jenis kegiatan wajib memilki 

SPPL; 

b. usaha mikro yang aktivitas usahanya berkeliling; dan/ atau 

c. koperasi yang dari sisi nilai kekayaan atau nilai penjualan 

masuk kedalam kategori usaha mikro. 

(2) IUMK untuk pelaku usaha kecil diberikan bagi: 

a. usaha kecil yang berlokasi wilayah peruntukan permukiman, 

perdagangan jasa dan/ atau peruntukan industri; 

b. usaha kecil yang berlokasi pada tanah yang telah berstatus 

pekarangan, dikecualikan usaha budidaya pertanian dan/atau 

budidaya perikanan; 

c. usaha kecil yang masuk dalam jenis kegiatan wajib memilki 

SPPL; dan/ atau 

d. koperasi yang dari sisi nilai kekayaan atau nilai penjualan 

masuk kedalam kategori usaha kecil. 



3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

Persyaratan administrasi permohonan pendaftaran IUMK sebagai berikut: 

a. untuk pelaku usaha mikro: 

1 .  surat pengantar dari Kepala Desa terkait lokasi usaha; 

2. kartu tanda penduduk; 

3. kartu Keluarga; 

4. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua 

lembar; dan 

5. SPPL. 

b. untuk pelaku usaha kecil: 

1 .  surat pengantar dari Kepala Desa terkait lokasi usaha; 

2. kartu tanda penduduk; 

3. kartu Keluarga; 

4. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua 

lembar; 

5. SPPL; dan 

6. bukti hak atas tanah yang berstatus pekarangan. 

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 19 

(1 )  Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya. 

(2) Pembinaan dan pengawasan meliputi: 

a. pendataan, berupa pendataan potensi usaha mikro dan kecil, 

sentra usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (3); 

b. fasilitasi akses permodalan, berupa pemanfaatan dana 

penguatan modal, fasilitasi pengajuan dana penguatan modal, 

fasilitasi pengajuan kredit usaha; 

c. penguatan kelembagaan, berupa monitoring dan evaluasi 

kelembagaan usaha mikro dan kecil, pembinaan kewirausahaan, 

dan pelatihan sumber daya alam; 

d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis, berupa 

pelatihan peningkatan kualitas produksi, pelatihan peningkatan 

kapasitas dan kontinyuitas produksi, diversifikasi usaha, dan 

penerapan teknologi tepat guna; 



e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha, berupa 

fasilitasi kegiatan kemitraan yang dilaksanakan baik oleh 

pemerintah kabupaten maupun swasta, mempertemukan pelaku 

usaha mikro dan kecil dengan pelaku usaha yang bisa menjadi 

pembeli produk usaha mikro dan kecil. 

(3) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK secara berkala 

kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. 

Ditetapkan di Sleman 

pada tanggal 3 Crtober 2017 

BUPATI SLEMAN, 

4 
SRI PURNOMO 

Diundangkan di Sleman 

pada tanggal ? c:{oie 2017 

SEKRETARIS DAERAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017  NOMOR .0 

- 


